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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“New Mindset = New Results” –Mike Thomson. 
“Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa, Selama masih ada 
ratap tangis di gubuk-gubuk, pekerjaan kita selesai! Berjuanglah terus 
dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat” – Soekarno 
“Hidup harus dibentengi dengan banyak persahabatan.Untuk mencintai dan 
dicintai adalah kebahagiaan terbesar dalam kehidupan’’. 
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     ABSTRAK 
 Korporasi merupakan salah satu bentuk organisasi yang kegiatan utamanya 
adalah melakukan kegiatan bisnis.Perkembangan bisnis ini memunculkan banyak 
kejahatan yang terjadi di bidang ekonomi, salah satu perbuatan melawan hukum 
yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan dengan 
sarana korporasi.Tindak Pidana Penggelapan dengan sarana korporasi pada 
dasarnya merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang karena jabatan 
atau kedudukan yang dimilikinya di dalam korporasi. Seseorang tersebut 
kemudian menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya 
untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian 
ini ditinjau dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi 
objek dalam peneltian ini, sedangkan aspek normatif ialah sebagai usaha untuk 
menjabarkan masalah yang akan diteliti, hal ini akan didasarkan pada hukum 
positif yang berlaku dan ditelaah dengan teori, konsep, asas-asas, dan kaidah 
hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. 
 Hasil dari penelitian diketahui bahwa, proses penyelesaian tindak pidana 
penggelapan dengan sarana korporasi ini dilakukan dengan pemidanaan terhadap 
terdakwa Wahyu Widada, yang merupakan karyawan PT. Gatra Bumi 
Persada.Terdakwa memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 
dihukum pidana penjara selama 3 tahun.Pihak Korporasi yakni PT. Gatra Bumi 
Persada tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus tindak pidana 
penggelapan ini, karena terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan secara 
individual tanpa adanya keterlibatan atasan maupun pengurus di korporasi, dan 
penggelapan tidak dilakukan untuk kepentingan manfaat korporasi. 
 Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan penggelapan dengan 
sarana korporasi ini telah sesuai dengan dakwaan jaksa dan telah memperhatikan 
unsur-unsur tindak pidana yang ada, namun perlu adanya pembaruan regulasi 
dalam penjatuhan hukuman pemidanaan, agar penyelesaian tindak pidana 
penggelapan dengan sarana korporasi ini semakin mendatangkan keseimbangan 
terhadap dampak yang timbul dari kerugian korporasi. 
 
Kata Kunci: Korporasi, Penggelapan, Pertanggungjawaban Pidana. 
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